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KATA PENGANTAR
Tesis ini dibuat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
khususnya di ranah hukum kesehatan. Pelayanan kesehatan saat ini
tengah menjadi sorotan masyarakat terutamah dengan adanya tuntu’tan
pasien sebagai pengguna layanan kesehatan terhadap dokter sebagai
penyedia layanan kesehatan, yang sebagian besar berupa tuntutan
malpraktek dengan pemmintaan ganti rugi berupa uang dalam jumlah
yang besar. 4
Dokter sebagai tenaga medis yang melayani pasien sering tidak
dapat memeriksa pasien secara langsung, sesuai dengan peraturan
perundangan di bidang kesehatan, dokter yang tidak dapat menangani
pasien secara langsung harus melimpahkan wewenangnya kepada
tenaga kesehatan Ia_in (perawat) secara tertulis. Kenyataannya sehari-
hari, dokter sering tidak dapat melimpahkan wewenangnya kepada
perawat secara tertulis, karena berbagai alasan yang ada sehingga
sering terjadi pelimpahan wewenang secara lisan (verbal order).
Tindakan verbal order sebénamya belum ada payung hukum
yang kuat sebagai dasar pelaksanaannya, walaupun di luar negeri, hal
ini sudah dianggap legal, tetapi di Indonesia belum ada peraturan
perundangan yang secara tegas mendukung tindakan verbal order ini.
Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis mencoba meneliti secara
deskriptif analitis mengenai pelimpahan wewenang dokter kepada

perawat secara verbal order (studi kasus di Unit Gawat Darurat



Puskesmas Doplang, Kabupaten Blora) dengan pendekatan yuridis
normatif (doctrinal- legal approach).

Maksud dari penulisan tesis ini untuk n:nenyumbaﬁgkan masukan
di bidang hukum kesehatan, khususnya bagi dokter, perawat dan sarana
kesehatan mengenai pelimpahan wewenang dokter kepada perawat
secara lisan (verbal order) sehingga pelayanan kesehatan yang
diberikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Bagi para
pembuat kebijakan (stake holder) di bidang kesehatan, agar dapat
membuat peraturan perundangan sebagai payung hukum yang jelas
mengenai tindakan verbal order sehingga dapat melindungi dokter dan
perawat selaku penyedia layanan kesehatan dari tuntutan hukum oleh
masyarakat.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuh;n Yang Maha Esa
yang telah memberi kekuatan, dorongan dan kemudahan  atas
selesainya 'penulisan tesis ini yang merupakan persyaratan akademik
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Kesehatan di Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.
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untuk menempuh pendidikan di universitas yang dipimpinnya.
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Magister Hukum Kesehatan.
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Seperti pepatah ‘'tak ada gading yang tak retak’, maka penulis

mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan

penulisan tesis ini. Besar harapan penulis, tesis ini dapat memberi

gambaran mengenai pelimpahan wewenang dokter kepada perawat

secara verbal order yang tidak sesederhana seperti yang dibayangkan.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberi manfaat bagi teman-
teman praktisi hukum kesehatan demi kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknolégi di bidang hukum kesehatan.
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Abstraksi

Judul: Pelimpahan wewenang dokter kepada perawat secara verbal
order (studi kasus di Unit Gawat Darurat Puskesmas Doplang,
Kabupaten Blora)

Pelimpahan wewenang dokter kepada perawat seharusnya
dilakukan secara tertulis, tetapi kenyataannya sehari-hari di UGD
Puskesmas termasuk UGD Puskesmas Doplang, Kabupaten Blora terjadi
secara lisan (verbal order) maka disusunlah tesis ini untuk mengetahui
pelaksanaan pelimpahan wewenang dokter kepada perawat secara
verbal order serta pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi
dokter dan perawat dalam pelimpahan wewenang secara verbal order ini.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan
pendekatan yuridis normatif (doctrinal legal approach) yaitu telaah data
sekunder berupa studi pustaka tentang pelimpahan wewenang secara
verbal order. Penelitian ini didukung dengan metode observasi dan
wawancara kepada narasumber sehingga dapat memberikan gambaran
hukum yang jelas mengenai tindakan verbal order ini.

Berdasarkan hasil penelitian “Pelimpahan wewenang dokter
kepada perawat secara verbal order (studi kasus di Unit Gawat Darurat
Puskesmas Doplang, Kabupaten Blora)” diperoleh gambaran bahwa
tindakan verbal order tidak dapat dihindari karena keterbatasan tenaga
dokter dan dokter tidak setiap saat berada di UGD-karena dokter yang
ada diharuskan melakukan kegiatan di luar gedung Puskesmas dalam
waktu yang lama sedang pelayanan di UGD berlangsung 24 jam setiap
harinya. Tindakan verbal order menurut UU Praktik Kedokteran, UU
Kesehatan, Permenkes 2052/2011, Kepmenkes 1239/2001 dan
Permenkes 148/2010 tidak memiliki dasar hukum tertulis sehingga
seharusnya tidak boleh dilakukan tetapi hal ini terjadi karena keadaan
darurat harus ditangani segera sesuai Pasal 51 butir d UU Praktik
Kedokteran, Pasal 10 ayat (1) Permenkes 148/2010 dan Pasal 304
KUHP. Selanjutnya tindakan kedokteran yang dilimpahkan adalah
pelaksanaan (execution) dari keputusan klinis (decision) yang dibuat
dokter sehingga tanggung jawab ada di pihak dokter. Selain itu
Pemerintah Kabupaten Blora juga bertanggungjawab berdasarkan Pasal
1367 KUHPerdata dan doktrin “Vicarious liability, Let the master answer,
Respondeat superior”. Menurut Pasal 50 butir b UU Praktik Kedokteran,
Pasal 27 ayat (1) UU Kesehatan, Pasal 24 ayat (1) PP Tenaga Kesehatan
dan Pasal 11 butir a Permenkes No. 148/2010, dokter dan perawat
memperoleh perlindungan hukum apabila dalam melaksanakan tugas
sesuai standar profesi, standar prosedur operasional dan standar

kompetensi.

Kata kunci: Verbal order, Dokter, Perawat, Keadaan darurat, Puskemas
Doplang.



Abstract

Title: Delegation of authority process from the Doctor to the Nurse in
verbal order (Case study in the Emergency Room of Doplang
Primary Health Care, Blora Regency)

Delegation of authority process from the Doctor to the Nurse must
be in written order, but in fact, daily in the Emergency Room (ER) of
Primary Health Care (PHC) include in the ER of Doplang PHC, Blora
Regency is conducted in verbal order so this thesis is made to know the
doing of delegation of authority process from the Doctor to the Nurse in
verbal order also the responsibility and the protection for the Doctor and
the Nurse in this delegation of authority process in verbal order.

The Method which is used in this research is descriptive with
normative judicial approach (doctrinal legal approach), that is examining
secondary data in the form library research about the delegation of
authority process in verbal order. This research is supported by
observation method and questionare to subject in order to get clear law
description about verbal order action.

Based on the outcome of the research “Delegation of authority
process from doctor to the Nurse in verbal order (case study in the ER of
Doplang PHC, Blora Regency)” is obtained descriptions that verbal order
action is unavoidable because of the limitation of Doctor and Doctor is
not in the ER anytime because the only Doctor is forced to do outdoor
activity for a long time but the ER service is given 24 hours everyday.
Verbal order action according to Medical Practice Act, Health Act,
Minister of Health Regulation (MHR) N0.2052/2011, Minister of Health
Decree (MPD) No. 1239/ 2001 and MHR No. 148/2010 does not have a
basically written law so it must not be done but it is happened because
of emergency situation that must be handled immediately in line to
Article 51 point d Medical Practice Act, Article 10 clause (1) MHR
No.148/2010 and Article 304 Penal Code. In the following, the medical
action delegated is the execution of clinical decision made by Doctor so
the responsibility is in Doctor's hand. On the other side, the Government
of Blora regency is responsible too based upon Article 1367 Civil Law
and “Vicarious liability, Let the master answer, Respondeat superior’
doctrine. According to Article 50 point b Medical Practice Act, Article 27
clause (1)-Health Act, Article 24 clause (1) Govemment Regulation
regarding Health Worker and Article 11 point a MHR No. 148/2010,
Doctor and Nurse are protected by law on doing their jobs if concord to
Profession Standard, Standard Operating Procedure and Competence

Standard.

Keyword: Verbal Order, Doctor, Nurse, Emergency situation, Doplang
Primary Health Care.



